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Abstract 

 
This study aims to explore the factors influencing the implementation of the overseas study assignment 

program for civil servants (ASN) during the emergency period caused by the COVID-19 pandemic. A 

qualitative research method with a case study approach was employed. Data were collected through in-depth 

interviews and document analysis. The findings reveal several factors, both directly and indirectly, affecting 

the policy implementation of the overseas study program during the emergency period. First, international 

travel restrictions resulted in the postponement of departures for scholarship recipients. Second, sudden 

changes in administrative procedures and a lack of inter-agency coordination caused confusion and delays 

in the administrative processes. Third, uneven digitalization of  administrative  systems  created  

technological  adaptation  gaps  among ASN, especially those participating in the study assignment program. 

Fourth, budget efficiency efforts were not accompanied by proper evaluation of learning outcomes or holistic 

capacity development of the civil servants. Fifth, limited access to online learning tools and internet 

connectivity worsened the conditions of distance learning, with inadequate institutional support from the 

sending agencies. The recommendations from this study may serve as a basis for formulating public policy in 

the area of civil servant human resource development. It emphasizes the need for more adaptive, sustainable, 

and responsive policy strategies in emergency situations to ensure the strategic goals of the overseas study 

assignment program remain achievable during crises. 

Keywords: policy evaluation; study assignment; civil servants; COVID-19 pandemic; public policy 

 

Abstrak 
 
Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan program tugas 

belajar ke luar negeri selama masa kedaruratan. Metode yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif 

dengan pendekatan studi kasus. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan telaah dokumen. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa terdapat  beberapa  faktor yang  secara langsung maupun tidak langsung 

memengaruhi implementasi kebijakan program tugas belajar ke luar  negeri pada masa kedaruratan. 

Pertama, kebijakan pembatasan perjalanan internasional menyebabkan tertundanya keberangkatan bagi 

penerima tugas belajar ke luar negeri. Kedua, perubahan prosedur administratif yang mendadak dan 

kurangnya koordinasi lintas lembaga mengakibatkan kebingungan dan keterlambatan proses administrasi 

tersebut. Ketiga, digitalisasi administrasi yang belum merata menimbulkan kesenjangan adaptasi teknologi 

di antara ASN khususnya bagi penerima tugas belajar ke luar negeri. Keempat, efisiensi anggaran tidak 

diikuti oleh evaluasi terhadap efektivitas capaian pembelajaran maupun kontribusi terhadap pengembangan 

kapasitas ASN secara holistik. Kelima, keterbatasan perangkat daring dan akses internet memperburuk 

kondisi pembelajaran jarak jauh tanpa dukungan yang memadai dari institusi pengirim. Rekomendasi hasil 

penelitian ini dapat memberikan dasar bagi perumusan kebijakan publik dalam sektor pengembangan SDM 

aparatur dalam kerangka membangun tata kelola kebijakan yaitu perlunya strategi kebijakan yang lebih 

adaptif, berorientasi pada keberlanjutan, serta responsif terhadap situasi darurat agar tujuan strategis program 

tugas belajar tetap tercapai dalam kondisi kedaruratan. 

Kata Kunci: evaluasi kebijakan; tugas belajar; ASN; pandemi Covid-19; kebijakan publik. 
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PENDAHULUAN 

 

Kebijakan tugas belajar ke luar negeri merupakan bagian dari strategi pembangunan SDM 

unggul yang telah lama diadopsi oleh pemerintah Indonesia. Melalui program ini, aparatur 

sipil negara, dosen, dan mahasiswa mendapatkan akses pembelajaran dan kolaborasi riset 

internasional. Namun, masa kedaruratan nasional seperti pandemi COVID-19  

mengakibatkan terganggunya pelaksanaan program secara signifikan.  Hal ini 

menimbulkan pertanyaan  mengenai sejauh  mana kebijakan tersebut mampu bertahan 

dan beradaptasi terhadap kondisi darurat. 

Penelitian ini penting untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendukung 

selama krisis, serta untuk merumuskan strategi kebijakan ke depan agar program ini tetap 

dapat dilaksanakan secara efektif dalam kondisi luar biasa. 

Melihat data statistik yang ada pada data sistem perjalanan dinas luat negeri yang 

mengelola data tugas belajar luar negeri dapat dilihat pada tabel 1. 

 

Tabel 1. Data penerbitan dokumen surat persetujuan tugas belajar Tahun 2019-Juni 2023 

 

 

Jenis Kegiatan 

Tahun 

2019 2020 2021 2022 2023 
PDLN Doktoral 819 417 1099 1055 442 

PDLN Master 628 436 607 851 374 

PDLN Postdoktoral 31 7 49 52 22 

PDLN Sarjana 173 36 11 87 23 

Total 1651 896 1766 2045 861 

Sumber: Data SIMPEl, diolah 

 

Dari tabel tersebut  adalah  data  surat  persetujuan  program tugas  belajar  yaitu program 

Doktoral, program Master, program Postdoktoral dan program sarjana, yang diterbitkan 

persetujuannya oleh Kementerian Sekretariat Negara. Pada kondisi normal yaitu sebelum 

pandemi pada tahun 2019 jumlah dokumen yang diterbitkan sebanyak 1651 surat. Berbeda 

dengan saat pandemi Covid-19 melanda dunia, jumlah dokumen persetujuan program 

tugas belajar mengalami penurunan hingga 896 dokumen. Hal ini disebabkan pada awal 

tahun 2020 semua negara menerapkan kebijakan yang sama yaitu penutupan akses untuk 

orang asing masuk ke suatu wilayah negara. Demikian juga pemerintah Indonesia. 

Kebijakan dibidang pendidikan juga mengalami perubahan dan dilakukan penyesuaian-

penyesuaian sistem pembelajarannya. 

Berikut adalah data jumlah permohonan penugasan ke luar negeri secara umum yang 

dilaksanakan oleh pejabat negara, pejabat lainnya, pegawai negeri, pegawai 

BUMN/BUMD, atau tenaga indonesia dan pegawai pemerintahan yang mewakili negara 

yang diberikan oleh lembaga negara atau instansi pemerintah, dalam rangka melaksanakan 

kegiatan di luar negeri. Dari sebelum masa pandemi yaitu tahun 2019 sampai dengan Juni 

2023. 
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Tabel 2 Data Penerbitan Dokumen Surat Persetujuan PDLN Tahun 2019 – Juni 2023 

 

Kategori 

Tahun 

2019 2020 2021 2022 2023 
Jumlah dokumen 28.850 4.348 3.349 10.600 9.069 
Jumlah orang 69.116 8.932 9.147 30.116 26.815 

 

Sumber: Data SIMPEl, diolah 

 

Berdasarkan tabel di atas, menunjukan tren perjalanan dinas luar ke negeri yang disetujui 

oleh Biro Kerja Sama Teknik Luar Negeri, Kementerian Sekretariat Negara mengalami 

penurunan yang signifikan sejak awal pandemi Covid-19 tahun 2020. Hal ini karena pada 

pertengahan Maret 2020 Kementerian  Sekretariat  Negara  mengeluarkan  kebijakan  

penangguhan perjalanan  dinas  luar  negeri  yaitu  dengan  diterbitkannya  surat  edara 

penangguhan setiap agenda perjalanan dinas ke luar negeri yang direncanakan oleh 

pegawai atau pejabat kementerian lembaga. Terkecuali permohonan persetujuan untuk hal-

hal tertentu dan permohonan penugasan pegawai ASN yang akan melaksanakan tugas 

belajar ke luar negeri. 

Namun demikian masih ada beberapa negara pada pertengahan tahun 2020 hingga yang 

masih belum terdampak pandemi dan membuka akses bagi orang asing untuk melanjutkan 

studinya ke luar negeri. Walaupun jadwal pelaksanaan mulai pembelajaran sempat  

tertunda yang seharusnya sudah dimulai awal tahun 2020 namun karena pandemi 

sehingga ditunda sampai dengan mendekati akhir tahun 2020. Negara-negara yang masih 

membuka  aksesnya untuk penerima studi baik program doktoral maupun master. 

 
Gambar 1.2. Data jumlah penerima tugas belajar di 10 negara terbesar yang membuka 

sistem pembelajaran untuk program Doktoral tahun 2020 

(Sumber: Data SIMPEL, diolah) 
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Grafik pada Gambar 1.2. diatas adalah menjelaskan jumlah penerima tugas belajar di 10 

(sepuluh) negara dengan negara penerima terbesar sampai urutan terkecil untuk program 

studi Doktoral (S3) pada saat pandemi Covid-19 yaitu pada tahun 2020. Pada saat 

pandemi sistem pembelajaran dibuka melalui teknik pembelajaran daring/online/offline 

maupun hybrid. Urutan negara yang paling banyak diminati oleh para penerima tugas 

belajar program studi Doktoral adalah Australia, Jepang, Inggris, Belanda, Amerika 

Serikat, Taiwan, Malaysia, Jerman, Korea Selatan dan yang terakhir adalah Perancis. 

 
 

Gambar 1.3. Data jumlah penerima tugas belajar di 10 negara terbesar yang membuka 

sistem pembelajaran untuk program Master tahun 2020 

(Sumber: Data SIMPEL, diolah) 

 

Sedangkan pada Gambar 1.3. diatas adalah menjelaskan jumlah penerima  tugas  belajar  

di 10  (sepuluh)  negara  dengan  negara  penerima terbesar sampai urutan terkecil untuk 

program studi Master (S2) pada saat pandemi Covid-19 yaitu pada tahun 2020. Sama 

seperti pola pembelajaran program Doktoral, untuk sistem pembelajaran program studi 

Master dilaksanakan dengan teknik pembelajaran daring/online/offline maupun hybrid. 

Urutan negara yang paling banyak diminati oleh para penerima tugas belajar program 

Master adalah Jepang, Australia, Inggris, Korea Selatan, Belanda, Amerika Serikat, 

Jerman, Perancis, Skotlandia, dan urutan terakhir adalah Taiwan. 

Berbagai upaya dilakukan untuk memastikan keselamatan dan menjamin kelancaran dan 

keamanan studi di  luar  negeri selama  pandemi tersebut. Beberapa  masalah  yang  

diidentifikasi  terkait  dengan  kebijakan  tersebut antara lain: 

1. Tertundanya program tugas belajar bagi ASN yang berdampak pada pencapaian 

akademik dan penundaan studi. 

2. Ketidakpastian jadwal tugas belajar serta pembatasan mobilitas ke luar negeri. 

3. Perubahan bentuk pembelajaran dari yang semula tatap muka menjadi  daring yang 

mungkin tidak memberikan kualitas dan pengalaman yang setara jika pembelajaran 

dilakukan langsung secara offline. 

4. Potensi terganggunya pengembangan karier dan peningkatan kompetensi ASN 

yang ditunda karena kebijakan tersebut. 

5. Kecenderungan menurunnya motivasi dan minat belajar para penerima tugas 

belajar di luar negeri pada saat pandemi Covid-19. 
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6. Perubahan kebijakan penyelenggaraan program tugas belajar akibat pandemi. 

7. Kurangya sosialisasi kebijakan mengenai pelaksanaan program tugas belajar pada 

situasi pandemi. 

8. Belum adanya desain kebijakan program tugas belajar dalam kondisi kedaruran 

nasional. 

 

Adapun Rumusan Permasalahan 

1. Faktor-faktor apa  saja  yang  mempengaruhi pelaksanaan program tugas belajar 

ke luar negeri selama masa kedaruratan nasional? 

2. Bagaimana strategi kebijakan yang dapat dikembangkan untuk pelaksanaan 

program tugas belajar ke luar negeri dalam menghadapi situasi kedaruratan 

nasional di masa mendatang? 

 

Berdasarkan perumusan masalah maka tujuan penelitian yang akan dicapai adalah: 

1. Mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan 

program tugas belajar ke luar negeri selama masa kedaruratan nasional. 

2.  Merumuskan   strategi   kebijakan   yang   dapat   dikembangkan   untuk 

mendukung pelaksanaan program tugas belajar ke luar negeri secara adaptif dan 

berkelanjutan dalam menghadapi situasi kedaruratan nasional di masa mendatang. 

 

KAJIAN LITERATUR 

 

Teori Kebijakan Publik 

Dalam kehidupan yang serba modern seperti sekarang ini kita tidak bisa lepas dari yang 

disebut sebagai kebijakan publik. Kebijakan publik (public policies) merupakan rangkaian 

pilihan yang kurang lebih saling berhubungan (termasuk keputusan-keputusan untuk 

bertindak) yang dibuat oleh badan dan pejabat pemerintah, diformulasikan didalam 

bidang-bidang isu sejak pertahanan, energi, dan Kesehatan sampai dengan pendidikan, 

kesejahteraan, dan kejahatan (Dunn, 1999).  Berbeda dengan Dunn, kebijakan publik 

menurut Anderson (2003) adalah kebijakan yang dikembangkan oleh badan dan pejabat 

pemerintah. (Aktor) dan faktor non pemerintah juga dapat mempengaruhi pengembangan 

kebijakan publik). 

Kebijakan publik merupakan salah satu komponen negara yang tidak boleh dabaikan. 

Negara tanpa komponen kebijakan publik dipandang gagal, karena kehidupan bersama 

hanya diatur oleh seseorang atau sekelompok orang saja, yang bekerja seperti tiran, 

dengan tujuan untuk memuaskan kepentingan diri atau kelompok saja (Nugroho, 2017). 

Terdapat beberapa implikasi dari konsep kebijakan publik ini sebagai tindakan yang relatif 

stabil dan purposif yang diikuti oleh pemerintah dalam  menangani beberapa masalah atau 

masalah yang menjadi perhatian. (Anderson, 2003). 

1. definisi   tersebut   menghubungkan   kebijakan   dengan   tindakan purposif atau 

berorientasi pada tujuan daripada perilaku acak atau kejadian kebetulan. Adanya 

kelonggaran dari tujuan suatu kebijakan dan keruh dalam konten, sehingga 

memberikan arahan umum daripada target yang tepat untuk implementasinya. 

2. kebijakan pada hakikatnya terdiri atas tindakan yang saling berkait dan berpola 

yang mengarah pada tujuan tertentu yang dilakukan oleh pejabat-pejabat 

pemerintah dan bukan merupakan keputusan- keputusan yang berdiri sendiri. 

3. kebijakan  publik  muncul  sebagai  tanggapan  terhadap  tuntutan kebijakan, 

atau klaim untuk tindakan atau bertindak pada beberapa masalah publik yang 



 

 

 

6 | Evaluasi Kebijakan Program Tugas Belajar ke Luar Negeri pada Masa Kedaruratan 

dibuat oleh aktor lain. Menanggapi tuntutan kebijakan, pejabat publik membuat 

keputusan yang memberikan konten dan arahan terhadap kebijakan publik. 

4. kebijakan melibatkan apa yang sebenarnya dilakukan pemerintah, bukan hanya apa 

yang ingin mereka lakukan atau apa yang dikatakan pejabat akan mereka lakukan. 

Yang relevan disini adalah konspe o output kebijakan, atau tindakan yang benar-

benar diambli dalam mengejar keputusan dan pernyataan kebijakan. 

5. kebijakan publik dapat berupa positif atau negatif. Dunn   (1999),   mengemukakan   

bahwa   proses   kebijakan   terdiri antas ”penyusunan agenda, formulasi kebijakan, 

adopsi kebijakan, implementasi kebijakan dan penilaian kebijakan”.  Kebijakan 

melibatkan 3 (tiga) elamen utama yang saling terkait satu sama lainnya seperti 

gambar di bawah : 

 

 
 

Teori evaluasi Kebijakan 

Evaluasi membuahkan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan tentang 

ketidaksesuaian antara kinerja kebijakan yang diharapkan dengan yang benar-benar 

dihasilkan. Evaluasi tidak hanya menghasilkan kesimpulan mengenai seberapa jauh 

masalah telah terselesaikan, tetapi juga  menyumbang pada klarifikasi dan kritik terhadap 

nilai-nilai yang mendasari kebijakan, membantu dalam penyesuaian dan erumusan 

Kembali masalah (Dunn, 1999). 

Aktivitas evaluasi seringkali disamaartikan dengan kegiatan pemantauan. Kegiatan 

pemantauan berbeda dengan aktivitas evaluasi kebijakan (Handoyo, 2012). Sedangkan 

pemantauan (monitoring) menyediakan yang relevan dengan kebijakan tentang akibat dari 

kebijakan yang diambil sebelumnya (Dunn, 1999). 

Evaluasi kebijakan bertujuan untuk pengendalian. Hal ini fokus kepada pemahaman bahwa 

sebuah kebijakan publik tidak bisa dilepas dari begitu saja. Kebijakan harus diawasi. 

Evaluasi kebijakan publik harus dipahami sebagai sesuatu yang bersifat positif. Evaluasi 

bertujuan untuk mencari kekurangan dan menutup kekurangan tersebut(Nugroho, 2017). 

Menurut Dunn dalam bukunya Nugroho (2017) evaluasi kinerja kebijakan menekankan 

pada penciptaan premis-premis nilai dengan kebutuhan untuk menjawab pertanyaan “apa 

perbedaan yang dibuat?” Evaluasi implementasi kebijakan menurut Dunn dibagi menjadi 

tiga menurut timing evaluasi, yaitu sebelum  dilaksanakan,  pada  waktu  dilaksanakan,  

dan  setelah  dilaksanakan. Kriteria evaluasi diterapkan secara restrospektif (ex post), 

sementara kriteria rekomendasi diterapkan secara prospektif (ex ante). Tipe-tipe evaluasi 

kinerja kebijakan yang dikemukan para ahli diantaranya : 

Tipe evaluasi yang dikembangkan menurut Dunn (1999) Menurut Dunn dalam Nugroho 

(2017) menjabarkan kriteria evaluasi sebagai berikut: 

Tipe Kriteria: 

1. Efektivitas: Apakah hasil yang diinginkan telah dicapai? 

2. Efisiensi : Berapa banyak dipergunakan sumberdaya? 

3. Kecukupan : seberapa jauh pencapaian hasil yang diinginkan telah memecahkan 

masalah? 
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4. Pemerataan atau equity: Apakah biaya dan manfaat didistribusikan dengan dengan 

merata kepada kelompok target yang berbeda? 

5. Responsivitas : Apakah hasil kebijakan memuaskan kebutuhan, preferensi, atau 

nilai kelompok-kelompok tertentu? 

6. Ketepatan  :  Apakah  hasil  yang  diinginkan  benar-benar  berguna  atau bernilai? 

 

 

Evaluasi implementasi kebijakan dibagi tiga menurut timing evaluasi, yaitu sebelum 

dilaksanakan, pada waktu dilaksanakan, dan setelah dilaksanakan. Evaluasi pada waktu 

pelaksanaan biasanya disebut proses. Evaluasi setelah kebijakan disebut juga  evaluasi 

konsekuensi (output) kebijakan dan/atau evaluasi impak/pegaruh (outcome) kebijakan, atau 

sebagai evaluasi sumatif. Secara spesifik Dunn dalam bukunya Nugroho (2017) 

mengembangkan tiga pendekatan evaluasi implementasi kebijakan, yaitu evaluasi semu, 

evaluasi formal dan evaluasi keputusan teoritis. 

Kerangka berpikir menjelaskan bahwa banyak faktor yang mempengaruhi pelaksanaan 

kebijakan program tugas belajar ke luar negeri pada masa kedaruratan. Permasalahan 

tersebut kemudian akan dibahas menggunakan teori Evaluasi kebijakan menurut willian 

Dunn. Efektifitas, Efisiensi, responsivitas. 

 

METODE PENELITIAN 

 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi kasus dengan dukungan 

analisis tren data. Secara umum metode penelitian diartikan cara ilmiah untuk 

mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu (Sugiyono, 2017). Berdasarkan 

hal tersebut terdapat empat kunci yang perlu diperhatikan, adalah, cara ilmiah, data, tujuan, 

dan kegunaan. 

Sedangkan  menurut Arikunto  (2002)  menyampaikan  bahwa  metode  penelitian adalah 

"cara yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data peneitian." Setiap 

penelitian mempunyai tujuan dan kegunaan tertentu. Secara umum tujuan penelitian 

untuk menggambarkan, membuktikan, mengembangkan, menemukan, dan untuk 

menciptakan (Sugiyono, 2017). 

Sedangkan menurut Creswell (2014), penelitian deskriptif kualitatif bertujuan 

memperoleh pemahaman mendalam dari sudut pandang partisipan dalam situasi tertentu. 

Data sekunder diperoleh dari Sistem Informasi Perjalanan Luar Negeri (SIMPEL) 

Kementerian yang berwenang, meliputi jumlah dokumen surat persetujuan tugas belajar 

berdasarkan jenjang pendidikan serta jumlah individu dan dokumen pada periode 2019 

hingga Juni 2023. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Tren Jumlah Penerbitan Dokumen Tugas Belajar ke Luar Negeri 
Tabel 1 di bawah menunjukkan fluktuasi jumlah persetujuan Tugas belajar ke luar negeri 

dari tahun 2019 hingga 2023 
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Tabel 1. Jumlah Penerbitan Dokumen Persetujuan PDLN berdasarkan Jenjang 

Pendidikan (2019–2023) 

Jenis Kegiatan 2019 2020 2021 2022 2023 
PDLN Doktoral 819 417 1099 1055 442 

PDLN Master 628 436 607 851 374 

PDLN Postdoktoral 31 7 49 52 22 
PDLN Sarjana 173 36 11 87 23 

Total 1651 896 1766 2045 861 

 

 

Terjadi penurunan tajam pada tahun 2020, di mana total hanya 896 persetujuan 

diterbitkan, atau berkurang 45,7% dibandingkan tahun sebelumnya. Penurunan terbesar 

terjadi pada program postdoktoral dan sarjana. Meski terjadi pemulihan pada tahun 2021 

dan 2022, jumlahnya belum stabil, dan kembali menurun pada 2023. 

 

Jumlah Dokumen dan Individu yang Melakukan Perjalanan Luar Negeri 

Tabel 2. Jumlah Dokumen dan Orang dalam Persetujuan PDLN (2019–2023) 

Kategori 2019 2020 2021 2022 2023 

Jumlah Dokumen 28.850 4.348 3.349 10.600 9.069 

Jumlah Orang 69.116 8.932 9.147 30.116 26.815 

 

Tahun 2020 menunjukkan penurunan jumlah dokumen hingga 84,9% dan jumlah individu 

hingga 87,1% dibandingkan tahun 2019. Penurunan ini menggambarkan dampak 

langsung pandemi terhadap mobilitas internasional dalam konteks pengembangan SDM. 

 

Implikasi Terhadap Kebijakan 

Data tersebut mencerminkan bahwa kebijakan tugas belajar belum sepenuhnya adaptif 

terhadap situasi darurat. Hambatan teknis, administratif, dan diplomatik masih signifikan. 

Strategi ke depan perlu mencakup digitalisasi proses, pembentukan skema tugas belajar 

daring atau hybrid, serta kerangka kerja kebijakan darurat yang fleksibel namun akuntabel. 

 

PENUTUP 

 

Berdasarkan hasil pengamatan di lapangan, maka peneliti menyimpulkan beberapa hal 

sebagai berikut. 

1. Berdasarkan  penelitian  yang  telah  dilakukan  terkait  evaluasi  kebijakan 

program tugas belajar ke luar negeri selama masa pandemi Covid-19, dapat 

diketahui bahwa pelaksanaan kebijakan ini menghadapi sejumlah tantangan, 

khususnya dalam aspek implementasi, kendala administratif, pelaksana, serta 

efektivitas pemanfaatan sumber daya. Walaupun terdapat berbagai upaya 

penyesuaian, pandemi tetap menyebabkan hambatan pada proses administrasi dan 

pelaksanaan program, yang pada akhirnya memengaruhi efektivitas serta 

pencapaian tujuan utama program tugas belajar ke luar negeri. 

2. Dari sisi dampak terhadap ASN yang mengalami penundaan dalam program 

tugas belajar, ditemukan adanya pengaruh yang cukup besar terhadap 

perkembangan karier, prestasi akademik, serta kondisi psiko logis, baik dalam 

jangka menengah maupun panjang. Kendala yang muncul selama pandemi 

menyebabkan keterlambatan dalam meraih target akademik dan karier, serta 

menimbulkan ketidakpastian yang berdampak pada tekanan psikologis ASN. 
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3. Sebagai respons terhadap tantangan ini dan untuk mengantisipasi kemungkinan 

terjadinya situasi serupa di masa mendatang, penelitian ini merekomendasikan 

pentingnya strategi adaptasi dan keberlanjutan organisasi, seperti peningkatan 

fleksibilitas kebijakan, penguatan sistem administrasi berbasis daring, serta 

penambahan dukungan akademik bagi peserta. Hal ini bertujuan agar pelaksanaan 

program tugas belajar tetap optimal meskipun dihadapkan pada kondisi darurat. 

Secara keseluruhan, temuan penelitian ini menegaskan perlunya perbaikan 

berkelanjutan pada kebijakan agar program tetap berjalan dan tujuan pendidikan 

bagi ASN dapat tercapai, terutama di tengah situasi yang penuh ketidakpastian. 

 

Saran 
Berdasarkan  hasil  penelitian  tersebut,  peneliti  memberikan  saran  yang  dapat 

digunakan untuk kepentingan akademisi dan praktisi. 

1. Segi Akademisi 

Mengingat keterbatasan penelitian ini yang disebabkan oleh jumlah sampel yang relatif 

terbatas, peneliti selanjutnya dianjurkan untuk memperluas lingkup studi dengan 

melibatkan responden atau institusi yang lebih banyak. Langkah ini bertujuan agar 

pemahaman mengenai implementasi serta dampak kebijakan program tugas belajar ke luar 

negeri, khususnya pada masa pandemi atau situasi darurat sejenis, dapat diperoleh secara 

lebih menyeluruh. Dengan memperbesar cakupan data, temuan penelitian diharapkan 

mampu mencerminkan keragaman pengalaman yang ada dan memperkuat landasan 

rekomendasi kebijakan yang diberikan. 

2. Praktisi 

Praktisi di masa mendatang juga disarankan untuk menerapkan berbagai metode penelitian 

guna menangkap dinamika yang mungkin belum terungkap dalam penelitian ini. Upaya-

upaya tersebut penting dilakukan agar evaluasi kebijakan yang dihasilkan menjadi lebih 

komprehensif dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi para pembuat kebijakan 

maupun pihak-pihak terkait lainnya. 
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